Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Direktorat Pengawasan Kosmetik

MAKLUMAT PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK

Nomor: 0T.03.03.44.07.26.2852

Dengan ini, kami PPID Pelaksana Direktorat Pengawasan Kosmetik menyatakan dengan sungguh-
sungguh sanggup dan berkomitmen:

1.Memberikan pelayanan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2.Memberikan jaminan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan sistem, mekanisme, prosedur
pelayanan jangka waktu penyelesaian, dan biaya/tarif sesuai ketentuan yang berlaku;

3.Menyiapkan pelaksana yang berdedikasi tinggi,siap melayani dan memiliki serta menerapkan
core values Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan
Kolaboratif (BerAKHLAK)" dan;

4. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pelaksanaan serta melakukan perbaikan serta
terus-menerus

Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,
PPID PELAKSANA DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK
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